BAB V

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial di Kota
Blitar

Dalam Islam kita mengenal konsep figih siyasah maliyyah yang memuat
sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar
kemampuannya.

Yang menjadi dasar yuridis dikeluarkannya Kebijakan Dinas sosial Kota
Blitar untuk menangani gelandangan dan pengemis yaitu Peraturan Pemerintah
tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut
diatur usaha pemerintah untuk menangani masalah sosial gelandangan dan
pengemis yang dilakukan dengan cara Penanggulangan gelandangan dan
pengemisan yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan
agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya
pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat.

Gepeng, anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1
amandemen ke 4 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang

berbunyi “Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh
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1
Negara”

. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng
dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak
mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai
sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan
tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih
mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang
miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus Kita bantu
kehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan
mereka.

Peraturan Daerah Kota Blitar No. 01 Tahun 2017 tentang ketentraman dan
ketertiban umum pasal 17 Bab IIl yang berisi “Setiap orang, badan dilarang
meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan
sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama dijalan, angkutan umum, rumah tempat
tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin Wali Kota. Oleh karena itu,
Dinas Sosial Kota Blitar menghimbau agar masyarakat ikut serta menegakkan
peraturan yang ada, dengan tidak memberikan uang ke anak jalanan atau
gelandangan dan pengemis, demi terciptanya lingkungan Kota Blitar yang
nyaman dan aman, strategi ini dirasa tepat, dengan tetap menegakkan aturan yang
ada, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan rasa jera dengan tidak

memberikan uang sepersenpun. Menurut Kepala Dinas Sosial Priyo Istanto,

1 UUD 1945 pasal 34 ayat 1
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keberadaan gelandangan dan pengemis memang harus ditertibkan karena
berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kegiatan meminta-minta di jalan raya
dinilai bisa mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan serta
anak jalanan gepeng itu sendiri. Sementara itu, berdasarkan pengamatan peneliti
dilapangan, keberadaan anak jalanan atau gelandangan dan pengemis masih
sering dijumpai di JI. Semeru, JI. Tanjung, Simpang empat JI. Kawi, JI. Jendral
Soedirman, JI. Kenari dan Lainnya.

Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-gelandangan dan
pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng
yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah. Anak -
anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya
karena kemiskinan yang melandanya. Ironis memang, masih banyak gepeng dan
anak jalanan yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka
menjadi bisnis baru dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini
harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengempanyekan menekan
angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak
sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu “Fakir
Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dimana peran
pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan
UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

mensejahterakan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
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melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah
bukan hanya sebagai kiasan saja.

Gelandangan dan pengemis juga merupakan manusia yang kurang
beruntung. Akibat pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan
sungguh - sungguh, banyak sekali dari gepeng dan anak jalanan yang menjadi
korban kejahatan. Andai saja pemerintah mau memperhatikan dan
memberdayakan secara sungguh-sungguh mungkin hal yang buruk itu tidak
terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang. Gelandangan dan pengemis
tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jikalau di daerah perdesaan atau
tempat mereka berasal memiliki lapangan pekerjaan dan tidak tersentralisasinya
pembangunan di perkotaan saja.?

Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial
yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama
yang berada didaerah perkotaan. Masalah sosial gelandangan dan pengemis di
Indonesia, terutama di Blitar kemudian mendorong Pemerintah Kota Blitar untuk
mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis.
Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar itu
merupakan kebijakan publik, karena kebijakan publik (public policy) berarti

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan

2 Skripsi Amiruddin. HB, Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan
Dan Pengemis Menurut Figih Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru), 2010, him 49
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oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh
masyarakat.

Maraknya gelandangan di suatu wilayah menimbulkan ketidak teraturan
sosial yang ditandai dengan ketidaktertiban serta mengurangi ketidaknyamanan
masyarakat disekitarnya. Kebijakan yang dibuat itu harus bisa di
implementasikan oleh para pelaksana kebijakan dan diharapkan dapat
mengurangi peningkatan jumlah gelandangan di Kota Blitar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Sosial Kota Blitar untuk
mengurangi angka gelandangan dan pengemis di Kota Blitar maka Dinas Sosial
Kota Blitar melakukan razia bersama dengan Satpol pp di tempat-tempat para
gelandangan dan pengemis biasa mangkal yang dilaksanakan sesuai dengan
situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti apa, jika perlu dilaksanakan
seminggu sekali maka akan dilaksanakan seminggu sekali, tapi jika tidak perlu
seminggu sekali maka bisa dilaksanakan 2 minggu sekali bahkan 1 bulan sekali.?
Seperti yang dinyatakan salah satu pengemis yang terjerat razia “saya baru ini
kebawa satpol pp dan dibawa ke Dinas Sosial karena setiap ada razia saya selalu
lari menghindari satpol pp agar tidak ditangkap, alasan saya memilih mengemis
diumur saya yang 17 tahun ini karena saya ditinggalkan orangtua saya dan saya
hidup dengan adek saya yang masih kecil yang masih membutuhkan susu dan

uang jajan, saya kasian diumur adek saya yang masih kecil sulit untuk membeli

® Hasil wawancara dengan Bu Rumini (Staff Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Dinas Sosial
Kota Blitar) pada tanggal 20 Juli 2020
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jajan seperti teman-temannya™ pengemis yang terjerat tersebut masih kategori
tahap | karena masih 1 kali terjerat razia satpol pp. Pemerintah menyediakan
shelter atau tempat penampungan sementara untuk menampung gelandangan dan
pengemis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeliaran
di Kota Blitar. Didalam Selter tersebut juga dilengkapu tenaga dan sarana
kesehatan. Hal tersebut untuk memudahkan pemeriksaan kesehatan gepeng yang
baru saja terazia.

Kata “razia” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti
penggrebekkan, terutama terhadap penjahat atau orang-orang yang dianggap
berbahaya bagi keamanan®. Pengertian razia tersebut bila dihubungkan dengan
razia yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar terhadap gelandangan dapat berarti
razia merupakan gerakan terencana terhadap suatu objek kegiatan yang dianggap
tidak biasa berlaku di masyarakat. Kegiatan itu berlangsung sebagai akibat
adanya penyimpangan dalam kehidupan di masyarakat, dimana masyarakat tidak
mau menerima dan juga tak dapat meniadakannya. Razia terhadap gelandangan
menitik beratkan pada kondisi yang menyebabkan lingkungan di mana seseorang
atau kelompok gelandangan menimbulkan suasana tidak aman secara fisik,
psikis, maupun sosial. Secara fisik, ketidak amanan yang ditimbulkan terhadap
gelandangan dapat berupa perilaku kekerasan yang dialami oleh masyarakat

sehingga kerugian materi lebih menonjol. Ketidak amanan psikis, merupakan

* Wawancara, Rian, pengemis, 25 Agustus 2020
> Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 2000). Hal. 807
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kondisi yang menimbulkan seseorang atau kelompok masyarakat mengalami rasa
takut ketika berhadapan secara langsung di jalan dengan gelandangan. Hal itu
disebabkan karena penampilan keseharian mereka yang cenderung aneh.
Sedangkan ketidakamanan sosial, merupakan kondisi yang tercipta di lapangan,
dimana sebenarnya secara tidak sengaja telah terjadi perbedaan status sosial yang
menggambarkan kondisi ketidakadilan. 1klim demikian akan memudahkan
terciptanya konflik sosial diantara lapisan yang ditimbulkan. Konflik sosial yang
berkepanjangan menciptakan tindakan kekerasan sebagai akibat tingkat konflik
cenderung meningkat secara kuantitas maupun kualitas tanpa penyelesaian akhir.
Salah satu faktor penyebab tingginya kekerasan dalam masyarakat adalah
masalah ekonomi. Kekerasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi menempati
skala frekuensi yang dominan dibanding kekerasan-kekerasan yang
dilatarbelakangi oleh faktor non ekonomi® Kebijakan Pemerintah Kota Blitar
baik yang menyangkut pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim razia dan
pemantau gepeng kota Blitar sejauh ini dapat diimplementasikan oleh para
pelaksana kebijakan. Terbukti dalam sebulan razia dapat dilaksanakan oleh tim
ini, yang dalam pelaksanaannya pula bekerjasama Dinas Sosial dengan Satpol PP
dan Kepolisian. Razia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar terhadap
gelandangan tersebut bertujuan menciptakan keteraturan, keindahan, dan

ketertiban secara umum.

® M Justin Sihombing, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal. (Yogyakarta: Narasi,

2005). Hal. 53
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Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Blitar terkait gelandangan dan
pengemis yaitu dengan Pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan
kebijakan, perumusan kebijakan, masukan dan dukungan kebijakan dan
penetapan NSPK. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya Rehabilitasi Sosial
terhadap kesejahteraan sosial anak, Rehabilitasi sosial tuna sosial, Rehabilitasi
Sosial Korban penyakahgunaan NAPZA dan pelayanan sosial lanjut usia. Selain
Rehabilitasi Sosial, kebijakan lainnya yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial
serta Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.” Namun Kepala
Dinas Sosial Kota Blitar, Priyo Istanto mengatakan bahwa, Kota Blitar dianggap
perlu memiliki Perwali tentang penertiban gelandangan dan pengemis serta anak
jalanan, karena khawatir terus bertambah. Apalagi gepeng dan anak jalanan
didominasi warga masyarakat yang berasal dari luar Kota Blitar. Seperti yang
dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial kepada awak media bahwa ‘“Nantinya
Perwali itu dapat mengatur permasalahan mulai dari pengturan lokasi, sampai
larangan mereka ada dilokasi tertentu, sebagai pedoman penegakkan hukum.
Karena selama ini, meskipun ada Peraturan Daerah yang mengatur masalah
gepenga dan anak jalanan, tetapi Perda itu dinilai kurang rinci dan perlu
diperkuat dengan peraturan Walikota”. Sementara ditempat terpisah Plt Satpol

PP Kota Blitar, Hadi Maskum, mengaku bahwa, pihaknya telah mengajukan draft

” Peraturan Walikota Blitar No. 35 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Sosial
Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
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Perwali ke Walikota Blitar. Namun sampai Kini Perwali itu belum ternit dan

berada di bagian hukum.?

Razia juga bertujuan untuk memutus mata rantai kehidupan gelandangan
agar kembali normal di tengah masyarakat. Akibat yang diharapkan, perilaku
secara wajar dimiliki gelandangan sehingga tidak menggelandang lagi.
Keberhasilan memutus mata rantai ini tentu saja dapat meningkatkan peran
gelandangan di tengah masyarakat secara umum. Akibat yang ditimbulkan,
perilaku produktif akan ditunjukkan gelandangan dibandingkan waktu
sebelumnya.

Berdasarkan paparan diatas, maka razia yang dilakukan terhadap
gelandangan bertujuan, antara lain untuk :

a. Mengurangi angka gelandangan dan pengemis di Kota Blitar.

b. Membebaskan lingkungan dari gangguan sosial guna untuk kenyamanan
hidup masyarakat.

c. Meningkatkan kesejahteraan gelandangan dengan melatih keterampilan yang
dimilikinya dan kemampuan bekerja untuk memperoleh penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidup masa depannya.

d. Meningkatkan harkat gelandangan yang tercapai melalui hidup layak dan

normal yang telah ditunjukkan dalam kesehariannya.®

8 https://infobanua.co.id/2021/01/13/terkendala-perwali-gepeng-dan-anjal-kota-blitar-sulit-

ditertipkan/?amp=1, tanggal 13 Januari 2021
° Hasil wawancara dengan Bapak Sulaksono (Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kota
Blitar) pada tanggal 27 Juli 2020



https://infobanua.co.id/2021/01/13/terkendala-perwali-gepeng-dan-anjal-kota-blitar-sulit-ditertipkan/?amp=1
https://infobanua.co.id/2021/01/13/terkendala-perwali-gepeng-dan-anjal-kota-blitar-sulit-ditertipkan/?amp=1
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Dengan demikian razia bermanfaat bagi segala pihak yang bersangkutan
dan terciptanya kondisi normal ditengah kehidupan masyarakat.

Dari hasil setiap dilakukannya razia terdapat beberapa gelandangan dan
pengemis yang ditangkap diantaranya berasal dari berbagai wilayah dari luar
kota seperti Tuban, Malang, Kediri, Lamongan, dan beberapa diantaranya juga
berasal dari daerah Blitar sendiri dari daerah Kecamatan Srengat, Selopuro dan
Kademangan. Dan usia gelandangan dan pengemis tersebut diantaranya:

a. Dewasa : > 25 tahun.
b. Remaja : < 25 tahun yang setiap menggelandang pada malam hari.
c. Orang tua yang membawa anaknya.

d. Orang yang cacat. *°

Berikut beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bu Rumini sebagai
Staff Rehabilitasi dan pelayanan Sosial tentang cara penanggulangan

gelandangan dan pengemis di Kota Blitar:

a. Razia. Diadakan razia dengan melihat bagaimana dengan kondisi lapangan.
Jika perlu 1 kali dalam 1 minggu maka dilakukan 1 minggu sekali.

b. Pembinaan.

c. Pelatihan. Pelatihan ini guna untuk memberi bekal keterampilan sehingga

timbul sebuah kesadaran untuk mengubah hidup dari menggelandang kearah

'% Hasil wawancara dengan Bu Anik Musriatun (Staff Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Blitar) pada tanggal 27 Juli 2020
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hidup normal, agar mampu bekerja dan mempunyai penghasilan dan tidak
menggelandang kembali. Pelatian tersebut dibelajari beberapa hal,
diantaranya:

1. Menjahit.

2. Membordir.

3. Kerajinan tangan.

4. Masak-memasak.

5. Bertani.

Pelatihan tersebut dilakukan di panti selama 6 bulan.

d. Diserahkan kepada keluarganya.
Tim yang melakukan razia gelandangan dan pengemis diantaranya:
a. Dinas Sosial
b. Dinas Kesehatan
c. Kepolisian
d. Satpol PP
e. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
Kendala Dinas Sosial dalam  mengantisipasi dan  mencegah
gelandangan dan pengemis di Kota Blitar
Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk
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memajukan kesejahteraan sosial yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kebijakan
pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana,
terarah, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk
menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal,
nasional, dan global, perlu dilakukan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar,
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta
perlindungan masyarakat.

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.'* Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah penyandang
masalah kesejahteraan sosial seperti halnya pengemis dan gelandangan yang
dibantu dan ditangani. Demi mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan
sasaran kerja utama Dinas Sosial Kota Blitar yaitu meningkatkan kesejahteraan
bagi PMKS, maka dibagilah menjadi beberapa bidang dengan tugasnya masing-
masing. Hal ini dimaksudkan agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi sesuai bidangnya.

Dinas sosial Kota Blitar telah berupaya memaksimalkan pelayanan

terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun dalam menjalankan

! peraturan Walikota Blitar No. 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Blitar
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kebijakan yang telah dibuat, Dinas Sosial Kota Blitar terkendala oleh beberapa

faktor, yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Dana

Dalam melaksanakan semua kegiatan terkait kebijakan yang telah
dibuat oleh Dinas Sosial Kota Blitar dalam penanggulangan gelandangan
dan pengemis, masih sering terbentur pada masalah terbatasnya dana yang
tersedia, sehingga kadang-kadang dalam usaha penanggulangan masalah
gelandangan tidak dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan sebelumnya. Misalnya dana untuk keperluan mandi, baju bersih,
konsumsi untuk makanan yang baik, biaya pembinaan pendidikan yaitu
pembelian buku-buku pendidikan yang masih kurang. akibatnya dalam
upaya penanganan gelandangan dan pengemis tidak dapat sepenuhnya
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Contoh lain seperti
shelter atau tempat penampungan sementara yang seharusnya hanya
digunakan untuk menampung gelandangan dan pengemis, terpaksa juga
digunakan untuk menampung gelandangan dan pengemis dari kalangan anak
dan lansia terlantar seperti lansia yang terlantar dan fisiknya lemah serta
tanpa identitas, sehingga dia harus ditampung di shelter untuk waktu yang
cukup lama meskipun sudah ada batasan tentang waktu maksimal
penampungan di shelter, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan
untuk dikirim ke lembaga yang terkait yaitu panti jompo.

Kerjasama dengan Pihak Luar
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Kurang adanya kerjasama yang baik dengan lembaga atau instansi
terkait menjadi salah satu kendala bagi Dinas Sosial. Misalnya dalam
penertiban anak punk dan anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja, Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan mengaku kurang adanya
koordinasi yang baik, sebelum melakukan penertiban tersebut Satpol PP
tidak konfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial. Padahal setelah dilakukan
penertiban gelandang dan pengemis dikirim ke Dinas Sosial. Akibatnya
gelandangan dan pengemis tersebut tidak bisa langsung ditangani karena
terkadang ketika pengiriman gelandangan dan pengemis ke Dinas Sosial
Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan yang bertanggungjawab dalam hal ini
sedang tugas di luar kota. Belum adanya keterlibatan anggota masyarakat
maupun pihak swasta terhadap upaya penanggulangan masalah gelandangan
ini. baik itu partisipasiaktif dalam rangka mengurangi jumlah gelandangan,
maupun tanggung jawab sosial untuk mengentaskan mereka dari
permasalahan yang dihadapi. Misalnya perusahaan yang bersedia
menampung tenaga mereka untuk bekerja.*?

3. Kerjasama Antar Bidang-bidang Dinas Sosial Kota Blitar

Kendala yang sudah tidak jarang lagi ditemui dalam menjalankan

kebijakan adalah kurangnya kerjasama antar bidang. Hal ini karena

gelandangan dan pengemis yang ditangani tak jarang merupakan golongan

"2 Hasil wawancara dengan Bapak Sulaksono S. Sos (Kabid Rehabilitasi Pelayanan Sosial
Dinas Sosial Kota Blitar) pada tanggal 03 Agustus 2020
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PMKS vyang tidak hanya satu jenis, misalnya seorang gelandangan dan
pengemis tersebut yang mengalami cacat fisik terlantar tanpa identitas dan
tidak diketahui anggota keluarganya. Kejadian ini menimbulkan masalah
tentang siapa yang lebih berhak menanganinya. Akibatnya terjadi hambatan
dalam penanganan gelandangan dan pengemis tersebut.
Tidak Adanya Kesadaran

Tidak adanya kesadaran oleh para gelandangan dan pengemis ini
dikarenakan setiap ditanggulangi selalu kembali menggelandang dan
mengemis lagi, tidak adanya rasa jera dan kurangnya kesadaran untuk diajak
maju. Hal tersebut menjadi kendala paling besar. Alasan para gelandangan
dan pengemis tidak berhenti mengemis diantaranya ada yang malas bekerja,
dan tidak mempunyai fisik yang normal. Mengenai sikap Sosial dari para
gelandangan itu sendiri, dimana mereka (karena kebiasaan kebiasaannya
yang “serba bebas” sebelum mereka berada dalam barak penampungan) sulit
untuk diatur, sulit untuk diajak melakukan kegiatan secara bersama-sama,
serta kebanyakan dari mereka enggan untuk keluar dari predikat sebagali
seorang gelandangan. Hal ini ditunjukkan dengan pekerjaan para
gelandangan sebelum berada di barak penampungan yang sebagian besar
menjadi peminta-minta. Menurut mereka meminta-minta lebih mudah
daripada bekerja.

Masyarakat Yang Tidak Taat Hukum
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Kurang kerjasamanya antara pihak terkait yaitu Dinas sosial dengan
masyarakat Kota Blitar. Jika masyarakat tidak lagi memberi uang kepada
galandangan dan pengemis dan bertindak tegas terhadapnya tentunya para
gelandangan dan pengemis tersebut akan sulit untuk berkembang karena
tidak ada lagi yang memberi mereka uang.

Kebijakan tentang larangan pemberian uang kepada gelandangan di
jalan saya rasa belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Masyarakat
masih banyak yang memberi uang kepada mereka di jalan. Sepertinya
masyarakat belum mengerti bahwa semakin sering gelandangan di jalan di
beri uang semakin senang mereka menggelandang. Hal ini diungkapkan oleh
salah satu pengemis asal Kelurahan Sukorejo Kota Blitar, Suwito umur 74
tahun, “mengemis sudah menjadi pilihan saya untuk mendapatkan uang,
karena dengan umur saya yang sudah tua ini sudah tidak mungkin untuk
mendapatkan pekerjaan, kalau dengan meminta-minta saja saya sudah
dibelaskasihani, orang-orang yang mengasihani saya pasti menyadari kondisi
saya yang rentan ini”. Hal yang dikatakan oleh salah satu pengemis tersebut
menjelaskan tentang bagaimana menurutnya dengan keadaannya yang sudah
tua menjadikan alasan mengemis tersebut untuk meminta-minta karena
mudah dikasihani oranglain. Tetapi menurut wawancara salah satu
masyarakat mengenai gelandangan dan pengemis yang menghiasi kota,
perempatan lampu merah, dan rumah-rumah yaitu “Menurut saya, saya tidak

terlalu diresahkan oleh adanya gelandangan dan pengemis yang memang
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kondisinya tidak memungkinkan mencari pekerjaan dan terpaksa melakukan
profesinya sebagai pengemis, tetapi saya juga merasa terganggu dengan
mayoritas gepeng fisiknya masih mampu untuk bekerja tetapi malah
mengemis, dan terkadang tidak dikasih ada yang memaksa dan ada juga

»13 " Hambatan pelaksanaan

yang sudah dikasih tetapi merasa kurang
kebijakan Pemkot Blitar tentang gelandangan yaitu kurangnya dukungan
dari sebagian masyarakat Kota Blitar untuk tidak memberi uang kepada

gelandangan di jalan.'*

Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor
penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Kota Blitar tentang gelandangan
adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat agar tidak memberi uang kepada
gelandangan di jalan sehingga mereka malas untuk mencari uang secara layak, dan
juga masih terbatasnya dana yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi gelandangan.

Demikianlah beberapa hambatan yang paling dirasakan oleh Pemerintah Kota

Blitar dalam melaksanakan penanggulangan gelandangan dan pengemis.

C. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dalam

Perspektif Figih Siyasah

" Hasil wawancara dengan Bu Maryam (Masyarakat Kota Blitar)
** Hasil wawancara dengan Bu Rumini (Staff Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Dinas Sosial
Kota Blitar) pada tanggal 03 Agustus 2020
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Dinas sosial tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan
menyelenggarakan urusan Negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu
Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan
hukum, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan
masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik
dan efektif.

Istilah pemerintah dalam kamus besar Indonesia diartikan dengan: 1)
sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial,
ekonomi dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya, 2) sekelompok orang
yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk
menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu Negara.™

Dalam istilah Islam ada dua kata yang mempunyai makna yang hampir
sama, yaitu kata khalifah dan imamah. Khalifah adalah bentuk mashdar dari kata
takhallafa. Khilafa artinya menggantikan yang lain, adakalanya karena absennya
yang digantikan, mati atau karena ketidakmampuan yang digantikan dan
sebagainya. Kata khalaif merupakan bentuk plural dari khilafah. Sedangkan kata
khulafa’ adalah bentuk plural dari kata khalif. Khalifa adalah penguasa tertinggi

(as-Sulthan al-A’zam).*®

** Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), Ed. Cet-3, h. 673

1 Ali ‘Abdur Raziq, Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan, kajian Khalifah dan
pemerintahan dalam Islam, (Yogyakarta jendela, 2002), Cet. I, h.3
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Menurut Ibnu Khaldum yang dikutip dalam Ali Abdul Razieq, menjelasan
bahwa kalifah adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan syara’ demi
kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali kepada
kepentingan akhirat. Khalifah dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan
pembuat syara’ (shahib asy-syara’) dalam menjaga agama dan politik dunia.'’

Pemegang jabatan disebut khalifah dan imam. Penanaman imam
dinisbatkan dengan imam shalat, dari segi diikuti dan dipatuhi. Sementara
penanaman khalifah disebabkan karena ia menggantikan posisi Nabi dihadapan
umatnya, sehingga kemudian ia disebut khalifah saja atau khalifah Rasul.

Definisi yang hakiki tentang imamah ialah “pemerintahan Islam yang
mempunyai undang-undang atau pemerintahan yang berundang-undang dasar
syariat Islam atau dengan perkataan lain “pemerintahan yang undang-undangnya
atau induk dasarnya ialah Syariat Islam, sedangkan undang-undangnya ialah
kumpulan hukum syara’ yang mengatur kehidupan umat, baik hukum itu
berpautan dengan muamalah amaliyah, atau dengan ahwal syakhsyhiyyah,
ataupun pertanggungjawaban pidana dan lain-lain.*®

Inilah yang dinamakan gawain wadh’iyyah yaitu undang-undang buatan
manusia. Sedangkan pemerintahan yang dimaksud disini ialah pemerintahan
yang undang-undangnya berasal dari al-Quran dan al-Sunnah serta adanya ijtihad

para ulama figh.

Y Ibid, h. 4
'® Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam Dan Politik Bernegara, (Semarang: P.T.
Pustaka Riski Putra, 2002), Cet. Il, h. 57



96

Dari penjelasan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa
pemerintahan dalam siyasah Islam dapat dibagi kedalam dua pengertian umum,
yaitu:

1. Imamah adalah kedudukan bagi pengganti Nabi Saw, untuk memelihara
agama dan mengatur dunia kemaslahatan hidup manusia di dunia ini yang
menyangkut seluruh aspek kehidupan.

2. Ibnu Khaldun mengatakan khalifah adalah suatu tanggung jawab yang
dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan
dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Tujuan lain dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus
persoalan-persoalan duniawi, misalnya: menghimpun dana dari sumber-sumber
yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman
meningkatkan ekonomi umat, menjaga keamanan, ketentraman, melindungi hak-
hak umat dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, tujuan pemerintahan yang diridhai oleh Islam adalah
sangat luas, tujuan yang buanyak memiliki sasaran, sebagaimana firman Allah

dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 67:
“ATL ) Rl W Jad 2 ) 578 G S O30 L & sl Gl

G S 20 5353 Y 0 317 ) G i
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Artinya: Wahai Rasul Allah! sampaikanlah apa Yang telah diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu; dan jika Engkau tidak melakukannya (dengan
menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah Engkau menyampaikan
perutusanNya; dan Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia.
Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum Yang
kafir.(Q.S. al-Maidah : 67)*°

Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan terdahulu, pemerintah
Kota Blitar mempunyai kebijakan dalam menata dan membina gelandangan dan
pengemis tetapi terdapat berbagai hambatan pada pelaksanaannya, diantaranya
adalah ketidakmampuan gelandangan dan pengemis untuk mentaati Peraturan
Daerah Kota Blitar nomor 1 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban
umum pasal 1 ayat 27. Disisi lain berdasarkan perda tersebut pihak pemerintah
juga tidak melaksanakan kewajibannya dalam menertibkan dan membinaan
terhadap gelandangan dan pengemis.

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan
’siyasah” apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh
ibnu al-Qayim dari ibnu ‘Aqil didefinisikan sebagai siyasah adalah setiap

langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah, (Bandung;
Marwah, 2010), hal. 119
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dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak
mewahyukannya.

Islam telah meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan
sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan
dan pergaulan dengan sesamanya. Prinsip tersebut adalah prinsip tauhid,
Sunnatullah dan persamaan sesama manusia. Pedoman dasar tersebut menjadi
pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip Negara Islam dalam melayani,
melindungi dan mengayomi masyarakat, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan
dan kebebasan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi landasan bagi pengelolaan
pemerintah Islam pada masa-masa awal.”

Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan
dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan
masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya
bahkan agamanya sekalipun. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 1
tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum pasal 1 ayat 27 adalah
langkah tegas dari pemerintah Kota Blitar dalam mengatasi gelandangan dan
pengemis.

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi

masyarakat atau bagi para gelandangan dan pengemis dalam menjalankan segala

aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah

2 Musdah Mulia, Negara Islam :Pemikiran Politik Husain haykal, (Jakarta: Paramidana,
2001), Cet. Ke-1, h. 203
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terjadinya perselisihan ditengah-tengah masyarakat. Dinas sosial Kota Blitar
sendiri, sistem atau bentuk penataan dan pembinaan hanya bersifat konsdisional
saja, karena hanya dalam keadaan tertentu penataan dan pembinaan bagi para
gelandangan dan pengemis dilakukan oleh dinas sosial Kota Blitar.

Sedangkan dalam figih siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintah
dalam hal ini adalah dinas sosial adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Bidang
keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah?
(ketertiban umum). Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa sistim kebijakan yang diterapkan dinas sosial belum sepenuhnya
terwujud dan masih perlu banyak diperhatikan.

Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak mempunyai
pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi
kemaslahatan dirinya. Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan
kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk
didalamnya gelandangan dan pengemis, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip
dan sumber hukum Islam yaitu Maslahah Mursalah:

Artinya : “kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus

dihubungkan dengan kemaslahatan™??

' Nur mufid, A. Nur Fuad, Bedah: Al-Hakam al-Sulthaniyyah al-Mawardi, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 2000), cet. Ke-I, h. 125

22 Imam Musbikin, Qawaid al-Fighiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-I,
h.124



100

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemerintah Kota Blitar
dalam hal ini dinas sosial mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan
yang hak dan yang bathil, serta istigamah dalam melaksanakan segala perintah
Allah dan menjadikan Kota Blitar bersih dari masalah masalah sosial terutama

masalah gelandangan dan pengemis.



